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KATA PENGANTAR 

Naskah buku ini semula merupakan makalah yang 
disusun dalam rangka memenuhi tugas sebagai mahasiswa 
Program Strata 3 (Program Doktor) pada program studi llmu 
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran 
pada tahun 1993, dalam mata kuliah Topik Khusus (UNX 
795). Mengingat selama kurun waktu 1993 hingga kini 
sudah terjadi banyak perkembangan dalam bidang Ji!J.Jkum 
!aut, khususnya yang menyangkut landas kontinen, maka 
diadakan penambahan dan pengembangan ataupun 
pengurangan atau penghapusan atas hal-hal yang dipandang 
sudah tidak sesuai lagi atas materi makalah tersebut, sampai 
akhirnya terwujud dalam bentuk buku seperti sekarang ini. 
Beberapa bab atau bagian dari buku ini memang ada yang 
merupakan terjemahan ataupun peringkasan dari naskah 
atau sumbernya, atau sumbernya itu sendiri ada yang 
merupakan peringkasan dari sumbernya yang lebih otentik. 
Seperti sudah diketahui, bahwa penerjemahan, apalagi 
peringkasan sesuatu dari sumber aselinya, dalam beberapa 
hal dapat mengakibatkan pemahaman atas substansinya 
menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang 
menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 
masalah tersebut, disarankan untuk membaca secara lebih 
mendalam dari sumber aseli atau yang otentik, dengan 
menjadikan terjemahan ataupun ringkasan yang ada dalam 
buku ini sebagai langkah permulaan saja. 

Perlu ditegaskan disini, bahwa demi etika ilmiah­
akademis, setiap gambar atau peta yang dilampirkan dalam 
buku ini dikutip dari sumber-sumber yang secara jelas dan 
tegas disebutkan di dalamnya, sepanjang gambar atau peta 
tersebut memang merupakan kutipan. Demikian pula 
kutipan-kutipan yang berupa pendapat atau pandangan dari 
para sarjana, juga dikutip dengan menyebutkan identitas dari 
sumber tersebut. Meskipun demikian, harus diakui pula, 
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bahwa ada kemungkinan apa yang dikemukakan dalam buku 
ini yang sebenarnya sudah lebih dahulu pernah dikemukakan 
oleh para sarjana lain, tetapi secara tidak sengaja tidak 
disebutkan sumbernya dalam buku ini. Hal ini seyogyanya 
dipandang sebagai adanya kesamaan pandangan antara saya 
dengan para sarjana yang bersangkutan. Atau boleh jadi 
saya sudah mengetahui pendapat sarjana tersebut tetapi 
saya lupa menyebutkan sumbernya. Jika terjadi hal seperti 
yang terakhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya 
kepada para pembaca, khususnya kepada pihak yang 
bersangkutan. Sedikitpun saya tidak mempunyai niat dan 
maksud untuk melakukan penggelapan fakta ataupun 
melakukan flagiat, yang justru sangat bertentangan dengan 
prinsip-prinsip dan etika serta moral dalam dunia ilmiah­
akademis. Jika ada diantara para pembaca yang memandang 
bahwa apa yang saya lakukan ini sebagai suatu yang tidak 
etis atau l:iertentangan dengan etika ilmiah akademis, melalui 
kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Dalam keada-annya seperti sekarang ini, buku 1n1 

dipersembahkan kepada para pembaca. Segala kritik dan 
koreksi dalam bentuk dan macam apapun akan saya terima 
dengan senang hati. Untuk itu, sebelum dan sesudahnya 
saya mengucapkan banyak terima kasih. 

Kepada Sdr. Punomo Sadriman, SH, Direktur Penerbit 
_MAN DAR MAJU di Bandung, saya mengucapkan banyak 
terima kasih atas kesediaannya menerbitkan dan menyebar 
luaskan buku ini. Tanpa bantuan dan peranannnya, tidaklah 
mungkin buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca. 

Bandung, Agustus 2005 

I Wayan Parthiana 
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PENDAHULUAN 

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, 
kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah 
dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. 
Sejarah lahir dan pertumbuhannya sebagai pranata hukum 
yang dimulai dari tindakan-tindakan sepihak (unilateral acts) 
negara-negara dengan substansi yang masih belum seragam 
atau masih amat variatif, sampai dengan diformu)<lsikan 
dalam bentuk kovensi internasional, (yang pertama adalah 
Konvensi tentang Landas Kontinen 1 958 dan yang kedua 
adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1 982) menjadikan pranata 
hukum yang bernama landas kontinen ini berlaku secara 
universal oleh karena memang konvensi itu ditinjau dari sifat 
dan hakekatnya adalah merupakan konvensi dalam ruang 
lingkup berlaku yang universal dan global. Meskipun tidak 
atau belum semua negara meratifikasinya, hal ini tidaklah 
mengurangi sifat dan hakekat universal atau globalnya. 
Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan 
penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau 
sengketa garis batas landas kontinen, yang di dalamnya 
dibahas pula hakekat dari landas kontinen sebagai pranata 
hukum yang bersifat ipso facto dan ab initio. Suatu negara 
pantai (coastal state), atau negara pulau (island state), 
ataupun negara kepulauan (archipelagic state) yang baru 
merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di 
hadapan atau di sekelilingnya memungkinkannya, sudah 
dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas 
kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku 
senienjak negara itu menyatakan kemerdekaannya. 

Jadi tanpa perlu melakukan pernyataan atau tindakan 
apapun, negara itu sudah dengan sendirinya (ipso facto) 
mempunyai hak atas landas kontinen dan haknya atas 
landas kontinen itu mulai sejak dari awal (ab initio) berdirinya 
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sebagai negara. l<alaupun suatu negara mengeluarkan deklarasi 
atau pernyataan tentang landas kontinennya, pernyataan ini 
sifatnya hanyalah penegasan saja (deklaratif) atas sesuatu 
yang memang sudah menjadi atau merupakan haknya 
sendiri. Eksistensi landas kontinen sebagai pranata hukum 
internasional universal, semakin diperkuat dengan tindakan 
negara-negara yang mentransformasikan landas kontinen itu 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasionalnya 
masing-masing, dengan substansi yang selaras dengan substansi 
landas kontinen sebagai kaidah hukum internasional. 

Meskipun kini setiap negara pantai diakui merniliki landas 
kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah 
merupakan bagian dari wilayah negara dan dengan demikian 
landas kotinen tidal< tunduk pada kedaulatan negara. Dengan 
kata lain, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas 
landas kontjnen. Landas kontinen tetaplah merupakan suatu 
area atau kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang 
berada di luar wilayah negara. Negara pantai hanyalah 
memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas 
kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif 
(exclusive rights) pada landas kontinennya. Hak eksklusif 
tersebut secara garis besar meliputi hak untuk mengeksplorasi 
landas kontinen itu sendiri dan hak untuk mengeksploitasi 
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak eksklusif 
ini menjadikan negara pantai yang bersangkutan adalah 
negara yang pertama-tama yang dapat memetik manfaat dari 
landas. kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau 
pihak fain jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai. 

Sebagai area atau kawasan yang berada di luar wilayah 
negara, maka pada landas kontinen tersebut di samping hak­
hak dan kepentingan dari negara pantai itu sendiri juga 
terkait hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara-negara 
lain yang diakui dan dijamin oleh hukum internasional. 
Terutama sekali hak-hak dan kepentingan negara-negara lain 
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pada area laut di atas landas kontinen yang karena sifatnya 
ada sangkut pautnya dengan landas kontinen di bawahnya. 
Kedua 1n1, yakni hak dan kepentingan negara pantai 
pada satu pihak dan hak dan kepentingan negara-negara lain 
pada lain pihak, harus dihormati oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama 
negara-negara pantai yang sama-sama memiliki landas 
kontinen, ada kemungkinan landas kontinen antara dua 
negara atau lebih saling tumpang tindih (overlappin~l, dan 
tentu saja potensial sebagai sumber sengketa antara para 
pihak. Oleh karena itu, adalah amat penting untuk menentu­
kan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang 
bersangkutan. Masalah garis batas landas kontinen antara 
dua negara atau lebih, --dalam beberapa kasus-- bukanlah 
merupakan masalah yang sederhana. Walaupun Pasal 6 ayat 
1, 2, dan 3 Konvensi ten tang Land as Kontinen 1958 1

, 

demikian pula Pasal 83 dan 84 Konvensi Hukum Laut PBB 
1982 telah mengatur tentang garis batas landas kontinen 
antara dua negara atau lebih, namun pengaturan tersebut 
belumlah menjamin penyelesaian secara tuntas dan final. Hal 
ini disebabkan karena pengaturan tersebut meruppkan kaidah 
hukum positif yang bersifat umum dan merupakan abstraksi 
yang dimaksudkan untuk dapat mencakup semua peristiwa 
hukum yang berkenaan dengan masalah garis batas landas 
kontinen yang sudah umum terjadi ataupun yang akan terjadi 

Konvensi tentang Land as Kontinen 19 58 adalah merupakan salah satu dari 
Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri 
dari empat konvensi, yakni: Convention on the Territorial Sea and Contuguous Zone 
(Konvensi tentang Lnut Teritorial dan Zona Tarnbahan); Convention on the High 
Seas (Konvensi tentang Laut Lepas); Convention on Fishing and Conservation of 
the living Resources of the High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan 
Perlindungan Surnber Daya Hayati Laut Lepas); dan Convention on the Continental 
Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen). Dalam tulisan ini akan digunakan istilah 
Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 untuk menyebut Konvensi tentang Landas 
Kontinen yang merupakan satat1 satu dari Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 
1958. Perlu dikemukakan di sini, bahwa nama lain untuk Konvensi Jenewa tentang 
Hukum Laut 1958 adalah, Konvensi Hukum laut Jenewa 1958, Konvensi Hukum 
Laut PBB I 1958. 
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atau diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. 
Sedangkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut meskipun 
mengenai masalah yang sama, tegasnya tentang garis batas 
landas kontinen, selalu mengandung perbedaan antara 
satu dengan lainnya. Dengan kata lain, setiap masalah garis 
batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, 
selalu mengandung kekhususannya. Kekhususan-kekhususan 
tersebut antara lain berupa perbedaan situasi dan kondisi 
geografis pantai negara-negara serta landas kontinennya 
sendiri. Di beberapa kawasan, konfigurasi pantai dan landas 
kontinen negara-negara dan tentu saja juga garis batasnya 
amatlah kompleks, sehingga tidaklah mudah ditetapkan garis 
batasnya. 

Secara umum sudah diakui, baik dalam teori maupun 
dalam praktek hukum internasional, cara terbaik untuk 
menyelesaikan sengketa pada umumnya, termasuk sengketa 
tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau 
lebih adalah dengan melalui pnyelesaian secara damai, 
misalnya melalui perundingan langsung antara para pihak 
yang jika berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya 
kesepakatan itu diformulasikan dalam bentuk perjanjian 
internasional. Namun tidak jarang para pihak gagal mencapai 
kesepakatan. Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, ter­
paksalah mereka menunda atau mengendapkan masalahnya 
untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan 2

, atau 
kadang-kadang ada yang berkembang menjadi sengketa 
yang berkepanjangan. Ada pula negara-negara yang karena 
gagal mencapai kata sepakat, sehingga sengketa itu 
berkembang menjadi sengketa hukum yang selanjutnya atas 
dasar kesepakatan antara mereka, sengketa itu diajukan ke 

2 
Sebagai contoll, masalah penentuan garis batas landas kontinen antara 

Indonesia dan Vietnam di Laut Cina Selatan hingga kini belum berhasil 
dirarnpungkan, oleh karena kedua pihak masih berbeda pendapat tentang cara 
penetapan garis batas landas kontinen di kawasan tersebut. Vietnam menghendaki 
sistem thalweg yakni, garis batas landas kontinen kedua negara harus ditentukan 
pada bagian-bagian atau palung-palung terdalam dari landas kontinen itu, 
sedangkan Indonesia rnenghendaki penetapan berdasarkan metode garis tengah 
{median line). 
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hadapan badan penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah 
lnternasional ataupun badan arbiterase internasional untuk 
memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan mengikat 
yang pasti3

• Di samping itu ada sebahagian negara yang 
bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan mencari 
alternatif lain, misalnya dengan menetapkan area landas 
kontinen yang menjadi obyek sengketa sebagai zona 
kerjasama (zone of cooperation), zona pengaturan bersama 
(joint regulation zone), zona eksploitasi bersama (joint 
exploitation zone) ataupun sebagai zona pengem9Jjngan 
bersama (joint development zone). 

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dibahas tentang 
landas kontinen itu sendiri, dimulai dari pengertian dan 
sejarah perkembangan dari landas kontinen sebagai salah 
satu pranata hukum laut internasional, selanjutnya akan 
dibahas garis batas landas kontinen melalui suatu pen­
dekatan kasuistis, yakni dengan mempelajari dan membahas 
praktek negara-negara dalam menetapkan garis batas landas 
kontinen mereka serta kasus-kasus tentang landas kontinen 
yang telah diputuskan oleh badan-badan penyelesaian 
sengketa internasional. 

3 
Sudah terdapat banyak putusan badan penyelesaian sengketa internasional 

mengenai sengketa garis batas landas kontlnen, seperti North Sea continental Sllelf 
Case 1969 antara Jerman melawan Belanda dan Denmark; Anglo-French Continental 
Case 1977 antara lnggris melawan Perancis; Guinea - Guinea Bissau Case, 1984 
antara Guinea rnelnwan Guinea Bissau, dan lain·lain. 
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